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TENTANG

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Menimbang

Mengingat

a.

(SIGABSUS)
BUPATI TANAH LAUT,

bahwa dalam rangka penataan data sekolah yang baik,
perlu dilakukan beberapa terobosan dalam pengelolaan

data sekolah schingga tercapainya penatalaksanaan
data yang tertib;

. bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap
anak yg cacat fisikk dan/atau mental berhak
memperoleh perawatan, Pendidikan, pelatihan dan
bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin
kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi
dalam kehidupan masyarakat dan bernegara;

. bahwa Sistem Informasi Geografis Anak Berkebutuhan

Khusus (SIGABSUS) pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu
inovasi layanan pendidikan yang diberikan kepada
Sekolah di Kabupaten Tanah Laut;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang
Sistem Informasi Geografis Anak Berkebutuhan
Khusus (SIGABSUS). _

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara



a

Republik Indonesai Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali tertakhir
dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaiman telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
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8 Tanhun 2016 tentang

Lembaran Negara Republik
ambahan Lembaran

9. Undang-Undang Nomor
Penyandang Disabilitas

Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, T
nor 5871);

Negara Republik Indonesia Nor
19 Tahun 2005 tentang

10. Peraturan Pemerintah Nomor
pendidikan  Nasional (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
\blik Indonesia Nomor 4496 )

dengan  Peraturan
13 Tahun 2015 tentang Perubahan
pPemerintah Nomor 19 Tahun
jonal Pendidikan (Lembaran
yun 2015 Nomor 45,
Indonesia Nomor

Standar

Republik

Lembaran Negara Repi
sebagnimana telah  diubah

Pemerintah Nomor
Kedua Atas Peraturan

2005 tentang Standar Nas
Republik Indonesaia Tal

Negara
Tambahan Lembaran Negara Republik
5671);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang
dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pengelolaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2020 tentang

Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

Laut Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran
or 38);
ah Laut Nomor 3

Penyelenggaraan

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nom
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tan

Tahun 2020 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 46);
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16.

peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020
Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Keputusan Bupati tentang Sisten Informasi Oeografis
Anak Berkebutuhan Khusus (SIGABSUS).

Sistem Informasi Geografis Anak Berkebutuhan
Khusus (SIGABSUS) adalah inovasi pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
yang merupakan inovasi teknologi informasi.

. Tujuan dibangunnya gistemn Informasi Geografis Anak

Berkebutuhan Khusus (SIGABSUS) adalah terdatanya
jumlah anak Berkebutuhan Khusus yang bersekolah di
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal di Kabupaten Tanah Laut.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021, Program
Pengelolaan Pendidikan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

di

tetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2021
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